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TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK ABA

Menimbang

Mengingat

ROGO
BUPATI ENREKANG,

bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Operasional
Lembaga Pendidikan Non Formal dari Hanriani, S.Pd
Nomor 09/PCA/D/TK/VIII/2015, tanggal 24 Agustus
2015, setelah diteliti oleh Tim Teknis telah sesual
dengan ketentuan perundang-undangan:

bahwa Lembaga Pendidikan Non Formal Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dirnaksud pada
huruf a, telah menvelenggarakan Program Kegiatan
sehingga perlu diberikan izin operasional;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  Sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurufl b, periu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Enrckarng,

Undang-Undang Nomor 29 Takun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tk.ll di Sulawesi {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tshun 1959 Nomor g4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 4235),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 297):

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Nomor 4301);
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Undang-Undang Nomor 12 tehun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-Undangan
(Lernbararn Negaia Renublik indonesia Tahun 2011
Nomor B2. Tarnbanar L embaras Negara Republﬂ;
indonesia NomoT £234);

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah (Lembarad Negara Republik
indonesia2 Tahun 5014 Nomor 244, Tambahan
Lembararn Negara Republik. |ndonesia Nemor 5587),
sebagaimana telahy  diubah beberapa kali terakhir
dengan andang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentans
perubanan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang pPemnerintuhan Daerah [(Lembarall
Negara republik ndonesia Tabub 7015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Normor
5679,

Peraturat pPemerintah Nomor 19 rahun 2005 tentang
Srandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Pabun 2005 nomor 41, Tamhbahan
Lembaran Republik |ndonesia NomoTt 4496

Peraturan Menteri pendidikan Nasional NomoT 58
ranun 2009 tentang Standar Pendidikar Anak Usia
Dint;

Peratuaran Rupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pendelegasian Kewenangal di Bidang Perizinarn
dan Non Perizingi Kepada Kepala Kantor Penanamail
Modal dan Pelayanan Terpadu Satt Pintu Kabupaten
Enrekans.

Petunjuk Teknis penyelenggaraan Welompok Bermain
Direktorat Pembinaan pendidikan Apak Usia Dini
Direktoral Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan nformal Kementenan pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2012

—

Petunjuk Teknis T—‘enyelengg,m'aan raman Kanak-Kanak
Direktorat Pemmbinaan Angk Usia Dint Direktorat
Jenderal pPendidikan Anak Usia Dini. Nonformal dan
Informal Kementerian pendidikan dan Kebudayaah
tahun 2012;

Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaal
Kabupaten Enrekang Nomot a01 /1173 fDISDIKEUDf
vinn/ 2015, tanggal 25 Agustus 2015.
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MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non
Formal kepade Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK ABA
Rogo Desa BSumbang Kecamatan Curo Kabupaten
Enrekang,

Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan
sebagaimana yang terdapat pada Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat
Pembinaan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagimana dimaksud
diktum KEDUA diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

Masa berlakunya lzin Operasional dimaksud diktum
KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal
ditetapkannva keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinva.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 02 September 2015

an, BUPAT] ENREKANG

Tembusan Kepada Yth:
1. Kepala Dinas Dilkbud Kabupaten Enrckang.

2. Camat Curio

3. Kepala Desa Sumbang

4, Arsip
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